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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 DASAR HUKUM 
 

a. Dasar Hukum Penyusunan LPPD  

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 

disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat 

yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun 

anggaran.. Penyusunan LPPD dilakukan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 
Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam 

penyusunan LPPD Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor                         

100/ 4 /Pem-Setda tentang Persiapan Penyusunan LPPD Tahun 

2023 
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b. Dasar Hukum Pembentukan SKPD 

Penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada saat ini adalah 

melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis, yang melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru  Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru 

serta Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru. 

 

 

1.2  DATA UMUM  
 

a. Sturuktur Organisasi 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru terdiri dari: 

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

2) Sekretariat terdiri dari : 

 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

3) Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari: 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

4) Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

5) Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi terdiri dari : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

6) Kelompok Jabatan Fungsional; 
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Untuk lebih jelasnya struktur organisasi dapat dilihat dalam 

gambar berikut: 

 
 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati  Kotabaru 

Nomor 185 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumbe Daya Manusia Kabupaten Kotabaru 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

melaksanakan tugas  menyelenggarakan fungsi : 

1) Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang 

kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;  

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 

3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja 

pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pengadaan dan 

pengembangan aparatur;  
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4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja 

pelaksanaan program/ kegiatan di bidang mutasi dan promosi;  

5) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja 

pelaksanaan program/ kegiatan di bidang disiplin, kesejahteraan 

dan informasi;  

6) Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  

7) Penyelenggara pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan 

Lingkup tugasnya;  

8) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja 

pelaksanaan program/ kegiatan di UPTD; dan  

9) Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

SEKRETARIAT  

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian 

penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta 

pengelolaan umum dan kepegawaian. Uraian tugas sebagaimana 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja 

dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi 

umum, rumah tangga dan kepegawaian;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di Sekretariat;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian 

kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga 

dan kepegawaian;  
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4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan 

capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi 

umum, rumah tangga dan kepegawaian;  

5. menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian 

kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga 

dan kepegawaian;  

6. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di 

Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

7. mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang 

bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan 

secara proporsional dan profesional;  

8. menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan 

masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, 

evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta 

keprotokolan;  

9. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian 

meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;  

10. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi 

urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, 

dan perlengkapan;  

11. merumuskan dan memeriksa penyiapan bahan dan materi 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja 

(RENJA), KUA-PPAS, RKA, RKAP dan Laporan kinerja bulanan, 

triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan 

bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai 

metodologi dan ketentuan yang berlaku; KABUPATEN 

KOTABARU  

12. merumuskan, memeriksa dan menyelia pengelolaan surat 

menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat 

tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor 

serta pengadaan bahan pustaka;  
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13. merumuskan, memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan 

pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan 

barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, 

pengaturan perjalanan Badan pemeliharaan kebersihan, 

perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;  

14. merumuskan dan memeriksa penyiapan penyelenggaraan 

upacara, rapat Badan dan penerimaan tamu;  

15. merumuskan dan memeriksa penyusunan bahan pemberitaan 

yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan 

Badan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan 

hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum 

kepegawaian;  

16. memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap bidang 

kepegawaian dan pengembangan SDM dan penyelesaian 

administrasi pegawai negeri sipil lingkup Badan meliputi 

Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 

Sipil dan administrasi kepegawaian lainnya;  

17. memberikan usul dan saran kepada Kepala Badan selaku atasan 

langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai 

bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian 

suatu permasalahan;  

18. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

19. melaksanakan evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan Badan;  

20. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  

21. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  
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22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan  

23. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

 

BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR  

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa 

tugas– tugas di bidang pengadaan dan pengembangan aparatur 

yang meliputi formasi dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan 

penjenjangan serta pengembangan kompetensi. Uraian tugas 

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di 

bidang formasi dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan 

penjenjangan serta pengembangan kompetensi;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) bidang formasi dan pengadaan, diklat teknis 

fungsional dan penjenjangan serta pengembangan kompetensi;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang formasi 

dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

6. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan ASN 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

7. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

8. mendisposisikan kegiatan kepada sub bidang yang 

bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan 

secara proporsional dan profesional;  
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9. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

10. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  

 

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI  

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang 

mutasi dan promosi yang meliputi mutasi, kepangkatan, jabatan 

administrasi dan JPT. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah 

sebagai berikut:  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja 

di bidang mutasi, kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang mutasi, kepangkatan, 

jabatan administrasi dan JPT;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan jabatan administrasi dan JPT;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  
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6. mensosialisasikan kebijakan dan program kerja bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup 

Badan terkait tugas dan fungsinya;  

8. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

9. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.;  

10. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup 

Badan terkait tugas dan fungsinya;  

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya.  

 

BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI  

Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa 

tugas di bidang disiplin, kesejahteraan dan informasi yang meliputi 

pembinaan disiplin, melaksanakan proses administrasi penjatuhan 

hukuman disiplin, penilaian kinerja pegawai, peningkatan 

kesejahteraan pegawai, fasilitasi lembaga profesi ASN, pengolahan 

data dan informasi kepegawaian. Uraian tugas sebagaimana 

dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja 

di bidang disiplin, kesejahteraan dan informasi;  
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2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang disiplin, kesejahteraan 

dan informasi;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

6. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi disiplin, 

kesejahteraan dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

7. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan dan 

fungsinya;  

8. mendisposisikan kegiatan kepada Sub Bidang yang 

bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan 

secara proporsional dan profesional;  

9. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

10. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup 

Badan terkait tugas dan fungsinya;  

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya  
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c. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Jumlah, 

Jabatan/Eselon dan Kualifikasi Pendidikan  

 
Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru 

keadaan  sampai dengan Desember 2023 sebanyak 46 orang terdiri 

dari 37 orang berstatus PNS,  2 orang berstatus PPPK,  7 orang 

berstatus Non PNS yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.2.1                                                                                                       
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS                                                           

Berdasarkan Tingkat Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 

No Tingkat Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Golongan I       

  I / a - - - 

  I / b - - - 

  I / c 1 - 1 

  I / d - - - 

2 Golongan II       

  II / a - - - 

  II / b - - - 

  II / c 1 1 2 

  II / d 2 1 3 

3 Golongan III       

  III / a 7 4 11 

  III / b 2 1 3 

  III / c 5 2 7 

  III / d 2 4 6 

4 Golongan IV       

  IV / a 2 1 3 

  IV / b 1 - 1 

  IV / c - - - 

  IV / d - - - 

5 Golongan PPPK       

  VII - - - 

  IX 1 1 2 

  X - - - 

6 Non PNS 4 3 7 

          

Jumlah 28 18 46 
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Tabel 1.2.2 
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS BKPSDM                                                   

Berdasarkan Jabatan / Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023 
 

No Jabatan 
PNS PPPK NON PNS 

Total 
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1. Eselon II a 1 - 1 - - - - - - 1 

2. Eselon II b - - - - - - - - -   

3. Eselon III a 1 - 1 - - - - - - 1 

4. Eselon III b 2 1 3 - - - - - - 3 

5. Eselon IV a 1 - 1 - - - - - - 1 

6. Eselon IV b - - - - - - - - -   

7. Fungsional  5 6 11 1 1 2 - - - 13 

8. Pelaksana 13 7 20 - - - - - - 20 

9. Non PNS - - - - - - 4 3 7 7 

Jumlah 23 14 37 1 1 2 4 3 7 46 

 

 

Tabel 1.2.3 
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS  

Berdasarkan Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin Tahun 2023 
 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

PNS PPPK NON PNS 
Total 

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1. 
Pasca Sarjana 
(S2) 

2 3 5 - - - - - - 5 

2. Sarjana (S1) 15 10 25 1 1 2 1 1 2 29 

3. 
Diploma IV 
(DIV) 

- - - - - - - - - - 

4. 
Diploma III 
(DIII) 

2 1 3 - - - 1 - 1 4 

5. SLTA 2 1 3 - - - 2 2 4 7 

6. SLTP 1 - 1 - - - - - -  1 

7. SD - - - - - - - - -   

Jumlah 22 15 37 1 1 2 4 3 7 46 
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d. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 sampai dengan Bulan Desember 

2023 adalah sebagai berikut : 
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e. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 

2023 dapat dilihat dalam Buku Inventaris Barang sebagaimana 

berikut : 
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 
BUKU INVENTRIS 

 
Provinsi   : Kalimantan Selatan 
Kab. / Kota                : Pemerintah Kabupaten Kotabaru 
Bidang : Bidang Kepegawaian 
Unit Organisasi          : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
Sub Unit Organisasi   : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
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NOMOR SPESIFIKASIBARANG 
 

 

Bahan 

 
Asal/Cara

Perolehan

Barang 

 
Tahun

Pem-

belian 

Ukuran 

Barang/ 

Konstruksi 

(P,S,D) 

 

 

Satuan 

 
KeadaanBa

rang(B/KB

/RB) 

JUMLAH 
 

 

Keterangan  
Urut 

 
KodeBarang 

 
Register 

 
Nama/JenisBarang 

Merk/

Type 

No.SertifikatNo.

PabrikNo.Chasis

No.Mesin 

 

 

Barang 

 

 

Harga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1.3.2.05.002.001.036 

1.3.2.05.003.003.005 

1.3.2.05.003.003.006 

1.3.2.05.002.001.036 

 

1.3.2.05.001.005.088 

1.3.2.05.002.006.008 

1.3.2.10.001.002.002 

1.3.2.10.001.002.001 

1.3.2.10.002.003.003 

1.3.2.10.002.002.009 

1.3.2.10.002.002.009 

1.3.2.10.002.003.017 

1.3.2.05.002.004.001 

1.3.2.05.002.006.038 

 

 Kursi Kerja 

Kursi Kerja Eselon II 

Kursi Kerja Eselon III 

Kursi Kerja Non Eselon 

Lemari Arsip 

Sound System 

Laptop 

PC All In One 

Printer 

Scanner  A3 

Scanner 

External / Portable Hardisk 

Kulkas 

Dispencer 

Vacum Cleaner 

Area 

Kelly 

Oasis 

Montana 

Lokal 

Hardweel 

Lenovo 

Lenovo 

Canon 

Plustek 

Hp 

Toshiba 

Sharp 

Bolde 

Elextrolux 

 

 

- 

- 

 Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

 Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

11 

1 

1 

7 

2 

1 

17 

12 

4 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

                        18.700.000,00 

5.350.000,00 

5.150.000,00 

11.900.000,00 

4.900.000,00 

34.950.000,00 

                      221.000.000,00 

156.000.000,00 

13.200.000,00 

15.000.000,00 

15.220.000,00 

4.905.000,00 

7.662.944,00 

6.197.969,00 

3.493.401,00 

 

 

 

 

Jumlah 523.629.314,00 
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1.3  PERENCANAAN KINERJA 

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang terkait 

dengan Tugas dan Fungsi dalam urusan Pemerintahan Kabupaten 

Kotabaru Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia selama 5 (lima) Tahun dan mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru 

2021-2016 sebagai berikut : 

VISI 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN 

MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG 

AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN”. 

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan Misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan 

pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat, 

cerdas dan kreatif serta terampil. 

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan 

transparan. 

 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Kotabaru tersebut, maka sesuai dengan tugas  dan 

fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru memiliki peran dalam pencapaian Misi ke 

3 (tiga). 

Misi Ke- 3 (tiga)  : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang 

melayani, akuntabel dan transparan. 
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Tujuan   : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah 

yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel dan 

transparan 

Sasaran  : Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan 

indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat 

Strategi : Meningkatkan Layanan Kepegawaian 

 

Tabel 1.3.1                                                                                          
Rencana Strategis (RENSTRA)                                                          

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 

Visi 
Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan 

sejahteramelalui peningkatan di bidang agribisnis dan 
kepariwisataan 

Misi Ke- 3 
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan 
transparan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Terwujudnya Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Jujur, Responsif, 
Terbuka, 
Akuntabel, dan 
Transparan 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 
dengan Indikator 
Kinerja Indeks 
Kepuasan Masyarakat  

Meningkatkan 
Layanan 
Kepegawaian 

1. Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur serta 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Kepegawaian 
Berbasis Teknologi 
Informasi 

2. Pemantapan Standar 
Kompetensi dan 
Pengembangan 
Kompetensi bagi 
Aparatur 
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Tabel 1.3.2                                                                                           
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026 

 

 

Tabel 1.3.3                                                                                           
Target RPJMD Kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten                              

Tahun 2021-2026 

No Sasaran Program Prioritas  Indikator Kinerja 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Target RPJMD Kabupaten/kota pada 
RKPD Kabupaten / kota Tahun ke  

2022 2023 2024 2025 2026 

21 Meningkatnya 
Birokrasi yang 
bersih, 
akuntabel yang 
melayani 
  

  Nilai SAKIP B BB B B BB BB BB 

  Program  
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
layanan dukungan 
administrasi 
kesekretariatan 
yang sesuai SOP 

100 100 100 100 100 100 100 

    Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Persentase 
Rekrutment, 
Penempatan dan 
Promosi sesuai 
kompetensi  

53,01 65 55 57 60 62 65 

    Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Persentase 
Peningkatan 
Kompetensi ASN 

53,16 85 65 70 75 80 85 

 

 


